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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 18 1A 20l

TENTANG

PENGALIHAN PENGELOLAAN YAYASAN RUMAH SAKIT HAJI MEDAN
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a.

Mengingat

[o—y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi dan Rapat
Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan
pada Hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 bertempat
di Ruang Beringin Lantai VIII Jalan Pangeran Diponegoro
Nomor 30 Medan telah menyetujui Pembubaran Yayasan
Rumah Sakit Haji Medan;

bahwa sebagai upaya kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi Rumah Sakit dimaksud agar tidak terjadi kevakuman
dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu
dilakukan pengalihan pengelolaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah
Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara; ; ‘

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4894);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 7);
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Menetapkan :

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
13);

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Provsu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provsu (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALIHAN
PENGELOLAAN YAYASAN RUMAH SAKIT HAJI MEDAN
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang
selanjutnya disebut Gubsu.

5. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum yang Dbersifat pengaturan
ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

6. Keputusan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk
dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan,
individual, konkrit dan final oleh Gubernur Sumatera Utara.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya
disebut SKPD provinsi adalah Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

8. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang
selanjutnya disebut Sekdaprovsu.



BABII
PENGALIHAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

(1) Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan/dilikuidasi
berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat
Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji
Medan.

(2) Eks Yayasan Rumah Sakit Haji sejak dibubarkan, dikelola
oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan
menghunjuk pengelola sementara yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubsu.

(3) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan segera
melakukan audit Yayasan Rumah Sakit Haji Medan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
(2) Setiap tindakan terhadap manajemen Rumah Sakit Haji
tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1% Dedembte 2.0i)

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Ditetapkan di Medan
pada tanggal (9 Deserabue 2.0l

SEKRETARIS DAERAH,

/

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR }8



